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PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 3 TAHUN 2019 

TENTANG 

TATA CARA PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN 

BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN  

DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan tata kelola 

barang milik negara, perlu dibuat aturan sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan pemindahtanganan barang 

milik negara selain tanah dan/atau bangunan 

Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; 

  b. bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan 

pemindahtanganan barang milik negara selain tanah 

dan/atau bangunan di lingkungan Kementerian 

Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, perlu 

disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Pemindahtanganan Barang Milik Negara; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara 
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Selain Tanah dan/atau Bangunan Kementerian 

Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533); 

  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan 

Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1018); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA 

PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK 

NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI 

LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA 

NASIONAL INDONESIA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  

1. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan 

barang milik negara. 

2. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN 

adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 

beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau 

berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pertahanan. 
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4. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut 

Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 

5. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat 

TNI adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan 

TNI Angkatan Udara. 

6. Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan sebagai 

pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab 

menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan 

pengelolaan BMN. 

7. Pengguna Barang adalah Menteri sebagai pejabat 

pemegang kewenangan penggunaan BMN di lingkungan 

Kemhan. 

8. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah 

tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan 

anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas UO 

Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, 

UO TNI Angkatan Laut, dan UO TNI Angkatan Udara. 

9. Penilai adalah pihak yang melakukan Penilaian secara 

independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. 

10. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan 

suatu opini nilai atas suatu objek Penilaian berupa BMN 

pada saat tertentu.  

11. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMN kepada 

pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk 

uang. 

12. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan BMN 

yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan 

pemerintah daerah, atau antara pemerintah pusat 

dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama 

dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai 

seimbang. 

13. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau 

kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian. 

14. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat adalah pengalihan 

kepemilikan BMN yang semula merupakan kekayaan 
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yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang 

dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham 

negara atau daerah pada badan usaha milik negara, 

badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya 

yang dimiliki negara. 

15. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari 

daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari 

pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola 

Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna 

Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas 

barang yang berada dalam penguasaannya. 

16. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi 

pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

17. Alat Utama Sistem Senjata yang selanjutnya disebut 

Alutsista adalah satu kesatuan sistem senjata yang secara 

terintegrasi atau bagian dari suatu sistem senjata yang 

memiliki kemampuan secara mandiri untuk digunakan 

dalam melaksanakan tugas pokok TNI. 

18. Daftar Barang adalah daftar yang memuat data BMN. 

19. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat DBP 

adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan 

oleh masing-masing Pengguna Barang.  

20. Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya 

disingkat DBKP adalah daftar yang memuat data barang 

yang dimiliki oleh masing-masing satuan kerja. 

21. Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar 

kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan 

sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau 

tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

22. Demiliterisasi/Dismantling adalah proses Penghapusan 

atau pemusnahan yang harus dilakukan terhadap 

Alutsista yang memiliki fungsi persenjataan, alat 

komunikasi dan elektronika tempur dengan 

menghilangkan fungsi tersebut dari Alutsista yang akan 

dihapus atau dimusnahkan. 
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BAB II 

PEMINDAHTANGANAN 

 

Bagian Kesatu  

Prinsip Umum 

 

Pasal 2 

(1) BMN yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas 

pemerintahan negara dapat dipindahtangankan. 

(2) BMN dapat dipindahtangankan setelah dilakukan 

penetapan status penggunaan.  

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) untuk BMN yang tidak memerlukan 

penetapan status penggunaan, Pemindahtanganan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang pengelolaan BMN. 

 

Pasal 3 

Bentuk Pemindahtanganan BMN selain tanah dan/atau 

bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI meliputi: 

a. Penjualan; 

b. Tukar Menukar; 

c. Hibah; atau 

d. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat. 

 

Pasal 4 

Pemindahtanganan BMN yang cara perolehannya terdapat 

perjanjian tertentu, dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan 

dalam perjanjian. 

 

Pasal 5 

(1) Untuk Pemindahtanganan dilakukan Penilaian atas BMN 

yang direncanakan menjadi objek Pemindahtanganan, 

kecuali Pemindahtanganan dalam bentuk Hibah. 

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan nilai 

wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
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